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ABSTRAK

Ali Akbar Ruhullah Muhammadi, 2024. “Preferensi Hakim dalam Sengketa
Ekonomi Syariah Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 2196/Pdt.G/2018/-
PA.Wsb”. Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

Hukum ekonomi yang berkeadilan harus dapat diwujudkan dalam lembaga
peradilan khususnya lingkungan Peradilan Agama. Kompetensi absolut tersebut telah
diamanatkan dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Putusan
Nomor 2196/Pdt.G/2018/PA.Wsb merupakan sengketa wanprestasi ekonomi syariah
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrachf). Penelusuran lebih jauh akan
putusan tersebut adalah pertimbangan hukum atas gugatan tersebut yang meminta
pembatalan akad murdbahah karena debitur (nasabah) merasa dirugikan akan
diadakannya pelelangan aset oleh kreditur yaitu pihak bank (tergugat). Beberapa
syarat sahnya akad murabahah seakan terabaikan dan tidak tersentuh dalam
pertimbangan hukum. Pertimbangan hakim dalam perkara a quo tersebut tampak
belum memberikan alasan yang kuat bagaimana penolakan gugatan itu seharusnya
memiliki fondasi akar yuridis. Proporsional keadilan dapat dikritik juga dari pihak
kreditur yang memberikan plafond pinjaman hingga satu miliar lebih tanpa
mempertimbangkan nilai agunan yang seharusnya tidak ditaksir dengan limit yang
tinggi. Dengan demikian memunculkan beberapa pokok masalah, 1) Bagaimana
sumber hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam putusan sengketa
wanprestasi ekonomi syariah tersebut di atas telah sesuai demi penegakan keadilan,
dan; 2) Bagaimana preferensi hakim dalam menetapkan putusan tersebut yang terkait
dengan ekonomi syariah telah sejalan dengan teori keadilan.

Beberapa teori dipakai sekaligus untuk menganalisis putusan ini di antaranya
yaitu teori penegakan hukum Soerjono Soekanto penyempurnaan dari W. Friedmann,
teori epistemologi hukum Islam dipadu dengan nas-nas Al-Quran dan Hadis, dan
teori keadilan aristoteles. Metode penelitian yang digunakan berjenis [library
research (penelitian kepustakaan) yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan
yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber hukum formal dalam hal ini
adalah hukum acara perdata yang selalu menjadi acuan Majelis Hakim. Walaupun
sebenarnya ada juga sumber hukum materiil yang mana hakim diberikan hak
preoregatif untuk itu. Pada akhirnya preferensi hakim yang seharusnya dapat masuk
dalam pokok perkara dengan memberikan kesempatan kepada penggugat (debitur)
untuk memperbaiki gugatan sehingga sejalan dengan asas sederhana, cepat, dan
berbiaya rendah. Dengan menyentuh lebih dalam ke pokok perkara terutama akad itu
sendiri maka keadilan dapat digapai karena pengadilan difungsikan secara
proporsional.

Kata kunci: Preferensi hakim (Judge's Preferences), akad murdabahah, pertimbangan
hukum
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pengonversian sebuah tulisan berbahasa Arab ke dalam kata-kata latin harus
berpedoman pada pedoman transliterasi arab-latin. Penyusunan tesis ini juga
mengikuti pedoman transliterasi yang telah ditentukan dan disepakati dalam Surat
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September
1987. Selanjutnya diterbitkan oleh Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan
Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2003 untuk dipergunakan secara
menyeluruh terutama yang berada di bawah naungan Kementerian Agama.

. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
huruf Hijaiyah, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf atau
tanda dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus. Tabel huruf Arab dan transliterasinya

dengan huruf latin disajikan sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama

| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

< Ba' B Be

o Ta' T te

& Sa' S es (dengan titik di atas)
z Jim J je

é Ha' H ha (dengan titik di bawah)
'C Kha' Kh ka dan ha

> Dal D de

3 Zal o zet (dengan titik di atas)
B Ra' R er

B) Zai Vi zet
o Sin S es
o Syin Sy es dan ye
o Sad S es (dengan titik di bawah)
P Dad D de (dengan titik di bawah)
L Ta' T te (dengan titik di bawah)
L Za' Z zet (dengan titik di bawah)
f' AIn " koma terbalik di atas
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t Gain G ge
. Fa' F ef
3 Qaf Q qi
4 Kaf K ka
J Lam L el
¢ Mim M em
) Nun N en
K Wau \\% we
2 Ha' H ha
. Hamzah ' apostrof
(€] Ya' Y ye

B. Konsonan Ganda/Rangkap Berupa Syaddah (Tasydid)

Fonem konsonan syaddah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan tanda
tasydid yang ditransliterasikan menjadi penulisan kata Latin yang berulang atau dengan
huruf yang sama dengan huruf transliterasi Latin pada huruf yang di-sydddah-kan seperti
berikut ini:

No. Kata Bahasa Arab Transliterasi
L. o 2l Mutatahhirin
2. 3}3“ al-Muzzammil
3. all al-Salah

Transliterasi fonem konsonan sydddah yang dikecualikan seperti pada contoh nomor 3
karena asli asal kata adalah konsonan tunggal. Dan dikecualikan juga jika tidak berada di
tengah kalimat yang nanti akan dijelaskan.

. Vokal Tunggal (Pendek)

Monoftong atau vokal tunggal dalam Bahasa Indonesia juga ada dalam vokal Bahasa
Arab yang hanya ada 3 (tiga) bentuk, yaitu kasrah, fathah, dan dammah dijabarkan sebagai
berikut:

No. Tanda Nama ST Kata Bahasa Transliterasi
Bahasa Arab Latin Arab
1. o Fathah A G—wﬁ Vﬂ Alam Nasyrah
2. 00— Kasrah I d > Bi Muzahzihiht
3. b Dammah U byl Au Tubdithu

Pada contoh ke-3 terdapat vokal rangkap antara fathah dan wau yang akan diterangkan pada

penjelasan selanjutnya.
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D. Vokal Rangkap

Diftong atau vokal rangkap yang diatas telah dicontohkan sekilas penggunaannya
dalam vokal Bahasa Arab merupakan gabungan antara salah satu dari 3 (tiga) harakat disertai
huruf ya' atau wau, yaitu:

No Tanda dan Nama Gabungan | Kata Bahasa T B e
° | Huruf Arab Huruf Latin Arab
1| oo |Fathahdisertai Ai G228 | Min Gairi Syai’
yva' sukiin
2 Fathah disertai £IE7 a%8 2
e e IR P 8 ] i Fi
2. 30 wau sukin Au g Min Qaumi Fir,aun

Hanya saja tidak mungkin dammah bertemu ya' sukiin (ui) atau kasrah dengan wau sukiin

(iu), karena tidak ada dalam lisan arab.

E. Vokal Pendek yang Diikuti oleh Hamzah

Bilamana dalam sebuah kata sebelum hamzah terdapat vokal, maka dibubuhi
apostrof kecuali hamzah yang berada di awal kata, sebagai contoh:

No Tanda dan Nama Tanda dan | Kata Bahasa Transliterasi
* | Huruf Arab Huruf Latin Arab
P Fathah/kasrah . : T . .
_ A4 [ 1 g7 % | ’ '
1. (=00 diikuti hamzah ali G 0% A'a,jamiy atau Syai
2 Dammah ditkuti e ot 27 st | Lilmu'minin wa al-
e O g ] w e o5 ~, ‘v 33
2. > hamzah u = fJ 7 Wyﬂ mu'minat

;Apostrof” tidak dapat disamakan dengan ,koma terbalik™ sebagaimana yang dicontohkan
dalam buku pedoman penulisan tesis, yaitu dalam kata &2l (u,iddat) sehingga kurang tepat.

Tepatnya jika dikatakan hamzah di awal kata tidak dilambangkan dengan apostrof.

F. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal yang dipanjangkan atau maddah yang dilambangkan dengan penambahan

,alif atau yang lainnya, maka transliterasinya adalah huruf vokal latin dengan tanda garis di

atasnya seperti yang dicontohkan pada tabel di bawabh ini:

No. Tanda dan Ak Tanda dan | Kata Bahasa Transliterasi
Huruf Arab Huruf Latin Arab
1. S/ Fac;;,};ig,(sgg;i a (.;dyu };ébj Wa atahum tagwahum
3| Sl |Naraldied | 3%l AllazT yuhy?

Hanya saja dalam transliterasinya tidak dibedakan antara berbagai macam ,Mdadd" yang ada

dalam ilmu tajwid.
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G. Kata Sandang /al-/ (J')

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ,alif“ dan ,Jam™
(JY). Namun dalam transliterasinya kata sandang tersebut berbeda antara yang diikuti oleh

huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

1.

Qamariyyah

Yaitu: alif (), ba' (&), jim (C)’ ha' (C)’ kha' (’C), LAin (@, gain ('t),fa' (), qaf (»), kaf
(&), mim (r), wau (), ha' (»), ya' ((§). Kata sandang yang ditempelkan kepada salah satu

dari 14 huruf Qamariyyah tetap ditransliterasi dengan ,a/-* sebagaimana dicontohkan

berikut ini:

No. Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. gkl Al-Mayadin
2. w\}ﬁ Al-Wagqi,ah
3. o650 Al-Furqgan
Syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan
bunyinya, yaitu huruf /I/ yang ada dalam ,al-“ diganti dengan huruf yang sama
transliterasinya dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, contoh:

H. Ta' Marbiitah

No. Kata Bahasa Arab Transliterasi

L. Byl An-Niir

2. SBLAR As-Saffat

3. A Asy-Syu, ara’

Terdapat dua bentuk transliterasi penulisan ta’' marbitah, yaitu yang

dibunyikan/dihidupkan dalam satu kalimat atau yang dimatikan dengan /h/ baik di tengah

kalimat maupun di akhir kalimat, seperti yang dicontohkan berikut:

No. Kondisi 7a' Marbiitah Kata Bahasa Arab Transliterasi
1. Dibunyikan dalam kalimat Lol AN [\ e Da,watad Da,/ as-Salatul
dengan kata sandang ,al- ‘j\apjs M /Z'\S 5 Wusta
2 Dimatikan dalam kalimat 20 TN Khitbah an-Nisa'/ al-
. ~53) 5533 /oLl ddas :
dengan kata sandang , /- 3 33 L JUrwah al-Wusqa
3. | Dimatikan di akhir kalimat VA Al-, Ugqdah
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Assalamu,alaikum Wa Rahmatu Allahi Wa Barakatuhu

Alhamdulillah, dengan segala ucapan puja dan puji syukur Keagungan-Nya,
saya haturkan kepada Dzat Yang Maha Agung yang telah melimpahkan kasih sayang
dan anugerah kekayaan Nikmat-Nya, sehingga saya dapat merampungkan
penyusunan tesis ini dengan judul “PREFERENSI HAKIM DALAM
SENGKETA EKONOMI SYARIAH STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA
NOMOR 2196/Pdt.G/2018/PA.Wsb.” dengan lancar dan tepat waktu.

Salawat serta taslim juga keberkahan terlimpahkan pada junjungan kita
Nabiyullah Al-Mustofa Muhammad SAW juga sanak Ali Baitih yang suci dan
Sahabat-sahabatnya yang terbaik, yang telah menuntun kita dari alam gelap-gulita
menuju alam indah keislaman yaitu al-Din al-Islam.

Penulisan tesis ini hanya bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program studi Hukum Bisnis Syariah pada Magister [lmu
Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai wujud atas partisipasi dan
aktualisasi penulis dalam turut serta mengembangkan keilmuan yang telah diperoleh
pada masa mengemban bangku perkuliahan.

Keilmuan yang didapatkan itu tidak mungkin terjadi tanpa kehadiran
orangtua, guru-guru, para dosen, dan al-4satiz, maka menjadi kewajiban bagi penulis
untuk mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Moh. Faishol Hasanuddin dan Ibunda Tariyani
yang dengan penuh kasih sayang serta tulus ikhlas telah berupaya membesarkan,
mengasuh, mendidik dan membiayai penulis sejak kecil. Beliau yang pertama
memberikan dasar pengetahuan dan moral, dan berkat iringan doa beliau
sehingga dapat menjalani hidup yang lebih baik ini. Untuk itu, senantiasa

berdoa, semoga beliau diberikan panjang umur dengan kesehatan yang prima;
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. Istri tercinta Marniati Dwiputri Sudirman, S.H., yang setia menemani penulis
beserta Ananda Muntazhir Wali Asr Muhammadi yang memberikan keceriaanya
sehingga kami selalu semangat untuk menghadapi masa depan yang cerah serta
kebahagiaan dunia akhirat;

. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi,
S.Ag., M.A., M.Phil,, Ph.D., serta para Wakil Rektor I, II, dan terutama Wakil Rektor
I1I, Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si., yang telah mendukung dan memfasilitasi upaya
penulis dalam menyelesaikan studi Program Magister UIN Sunan Kalijaga;

. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas syariah dan
Hukum dan juga Wakil Dekan I Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., serta para
staf yang senantiasa tulus memberikan pelayanan administratif kepada penulis
selama menempuh perkuliahan Program Magister;

. Ketua Program Studi Magister [lmu Syariah, Bapak Dr. H. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.,
yang telah berkenan mendengar keluh kesah kami dengan demikian memberikan
supportyang begitu besaruntuk menuntun penyusun menyelesaikan studi Program
Magister ini;

. Dosen Pembimbing Tesis sekaligus Wakil Dekan III, Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag.,
M.Ag., M.Hum.,, serta Penguji II selaku Sekretaris Prodi (S-3), Bapak Dr. H. Abdul
Mujib, S.Ag., M.Ag., dan Penguji III, Bapak Dr. Saifuddin, S.SI.,, M.SL, yang telah
membimbing, mengarahkan sehingga menghasilkan kebaikan yang luar biasa
untuk tesis ini. Penyusun mengucapkan banyak terimakasih atas bimbingan dan
nasehat mereka karena tanpa bimbingan, tidak akan mampu memberikan
sumbangsih yang maksimal kepada dunia akademis dan praktis hukum di tanah
air tercinta ini.

. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Mata Kuliah pada Program Studi Magister IImu
Syariah:

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M. A. Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M. Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
Dr. H. Riyanta, M.Hum. Dr. Octoberrinsyah, M.Ag.

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.

Xii



Beliau-beliau inilah yang senantiasa ikhlas mentransfer ilmu pengetahuannya
yang sangat bermanfaat kepada penulis selama 4 tahun ini, semoga menjadi
amal jariyah di akhirat nanti;

8. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., yang selalu
menuntun penyusun untuk terus maju di setiap semester perkuliahan sampai
akhir studi;

9. Segenap keluarga termasuk adik-adik, Ibu dan Bapa mertua yang telah men-
support dalam bentuk doa dan finansial, beserta teman-teman yang banyak
memberikan info terutama calon doctoral Doni Azhari, S.H., M.H. dan banyak
lagi yang tidak bisa disebutkan satu-persatu;

Tidak satu katapun yang dapat diucapkan kecuali rasa syukur dan ungkapan
beribu-ribu terimakasih banyak kepada segenap pihak yang telah membantu baik secara
rithaniyyah maupun maliyyah dalam menuntaskan penulisan tesis ini. Atas peran mereka
yang tidak sanggup penulis apresiasi seluruhnya, oleh karena itu, penulis hanya dapat
memanjatkan doa semoga Rabbunallah memberikan ganjaran yang melimpah ruah
kepada mereka dan penulis ucapkan jazakumullah khair al-jaza'.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna.
Begitu juga dengan penulisan tesis ini, yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan.
Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sangat
mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi sempurnanya tesis ini.

Akhir kata, dengan segala kekurangan dan kesalahan, penulis berharap
sungguh dengan rahmat dan izin-Nya, semoga keberadaan tesis ini dapat bermanfaat
bagi penulis khususnya dan semua pihak yang bersangkutan sehingga menjadi amal
jariah bagi terutama untuk ibu kandung penulis dan sumber kebaikan bagi ayah
kandung penulis, Amin Ya Rabbal , Alamin.

Wassalamu,, alakum Wa Rahmatu Allahi Wa Barakatuhu

Yogyakarta, 25 Agustus 2024
Penulis,

Ali Akbar Ruhullah Muhammadi
NIM. 20203011068
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tegaknya keadilan di sebuah negara sudah menjadi impian bagi siapapun
terutama mereka para pencari keadilan. Setelah mencuatnya kasus pembunuhan oleh
polisi berbintang dua, keadilan semakin dicari. Era teknologi informasi dan digital
membuat masyarakat lebih berani untuk kritis terhadap isu-isu seputar hukum yaitu
penegakan supremasi hukum dan keadilan. Integritas lembaga-lembaga hukum dan
lingkungan peradilan akan terus menjadi sorotan selama permasalahan seputar
hukum terus bermunculan. Masalah-masalah hukum tidak hanya berdiri sendiri tanpa
ada sangkut-pautnya dengan permasalahan lain. Seringkali masalah hukum tersebut
berhubungan langsung dengan eckonomi. Bukan tidak mungkin jika masalah
pembunuhan, kekerasan, dekadensi moral bahkan terorisme sekalipun ada kaitannya
dengan ekonomi.

Sebuah konflik yang bermula dari sengketa ekonomi selalu dapat menjadi
motif munculnya masalah-masalah yang lain. Situasi dan kondisi yang demikian
kelihatannya menuntut lembaga hukum manapun baik kepolisian, kejaksaan sampai
lingkungan peradilan untuk terus menerus meningkatkan kualitas kinerja dengan
sebaik-baiknya sehingga tercipta rasa keadilan dan hati nurani masyarakat.

Sejak masa reformasi hingga era digital telah menyadarkan masyarakat akan
hak-hak asasinya sehingga wajar jika tegaknya keadilan dan kebenaran yang sesuai
dengan prinsip-prinsip belum dapat dirasakan. Sengketa ekonomi yang berujung

pada hilangnya hak-hak salah satu pihak atas pihak yang lain harus dapat



diselesaikan dengan seadil-adilnya. Penyelesaian terakhir dari para pencari keadilan
selalu melalui jalur litigasi badan peradilan, tidak terkecuali Peradilan Agama.

Penegakan hukum dan keadilan secara yuridis disandarkan pada lembaga
peradilan di bawah Mahkamah Agung yang terdiri dari: Peradilan Tata Usaha
Negara, Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Agama. Sebagaimana
pernyataan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekusaan
Kehakiman yang berbunyi: “Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama,
lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan sebuah
Mahkamah Konstitusi.”

Pada pasal selanjutnya yaitu Pasal 4 ayat (1) dalam Undang-undang yang sama
tersebut menjelaskan tentang tugas pokok atau fungsi utama Pengadilan bertujuan
semata-mata untuk melakukan peradilan. Pasal tersebut berkaitan dengan Pasal 57
Undang-Undang No 7 Tahun 1989, seperti yang telah diubah serta ada penambahan
“Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Dengan demikian, maka semakin mengukuhkan bahwa lingkungan peradilan beserta
segala prosesnya baik itu pemeriksaan hingga pemutusan harusnya mencapai titik
keadilan yang ideal.

Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan bahwa sebagai

" Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004, tentang Ketentuan-keten-
tuan Pokok Kekuasaan Kehakiman”, ed. Departemen Agama, Himpunan Peraturan PerUndang-
Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Proyek, 2004), 469.

* Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama”, ed.
1bid, 262.



elemen utama penegakan keadilan dan hukum di negara ini, tugas paling utama
lembaga peradilan adalah memeriksa dan mengadili serta memutus setiap
perkara/tuntutan hukum yang diajukan kepadanya.’

Penegakan hukum secara substansial agaknya berbeda dengan penegakan
keadilan. Meskipun demikian sangat berkaitan erat satu dengan lainnya, sehingga
Soerjono Soekanto menjabarkan dengan sangat jelas tentang syarat terpenuhinya
penegakan hukum demi keadilan. Tiga syarat utama penegakan hukum yaitu
lembaga peradilan sebagai instrumen yudikatif negara dalam penegakan hukum,
penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan, dan perangkat hukum itu sendiri
yaitu undang-undang atau aturan yang lainnya.

Perbedaan diantara keduanya (penegakan hukum dan penegakan keadilan)
tidak terlepas dari sudut pandang definisi hukum dan keadilan yang sulit menemui
kata sepakat. Perdebatan itu sangat tercermin dari dialog antara seorang Hakim
Agung (Supreme Court) dari Amerika Oliver Wendel Holmes Jr. dengan koleganya
yang juga hakim Judge Learned Hand berucap, “Do Justice!” (Berlaku adillah!),
yang kemudian Oliver menimpali, “That is not my job. My job is to apply the law”*
(Hal itu bukanlah tugas saya. Tugas saya hanyalah memutuskan dengan hukum).

Penegakan hukum di Indonesia memiliki hubungan keterkaitan yang sangat
erat dengan pewarisan sistem hukum Belanda yang bercorak Eropa Continental
sehingga dengan serta merta terlihat nyata implikasinya terhadap keadilan. Teori

hukum positif yang dibawa, berakibat negatif pada sistem hukum yaitu terabaikannya

3 Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman”, ed. Departemen Agama, Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan
dalam Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Proyek, 2004), 473.

4 Djohansyah, “Legal Justice, Moral Justice, and Social Justice”, ed. Kumpulan Makalah
(Jakarta: Mahkamah Agung R.I., 2001), 17.



substansi keadilan. Tidak heran dan menjadi hal biasa bila melihat tarik ulur terhadap
penerapan pasal-pasal sehingga muncul dissenting opinion. Hal lain yang juga
menjadi kelemahan sistem ini adalah abainya peristiwa-peristiwa hukum yang lalu
ketika sebelum diundang-undangkannya peraturan yang terkait. Inilah asas hukum
yang biasa kita kenal dengan asas Undang-undang tidak berlaku surut.

Kelemahan lain dari sistem hukum positivisme yaitu terabaikannya keadilan
dan kemanfaatan, karena menurut teori Gustav Radbruch tidak pernah terpisahkan
tiga aspek dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
Kelemahan tersebut diyakini karena terlalu menitikberatkan pada segi kepastian
hukum. Memandang hukum yang terlalu melihat sebelah memberikan dampak pada
berkurangnya penegakan keadilan akibat dari pemahaman yang berbeda atas
keyakinan tentang pengertian hukum.

Pemaknaan hukum terpecah ke dalam tujuh aliran menurut Prof. Achmad Ali
yaitu aliran Positivis, Realis, Naturalis, Sosiologis, Antropologis, Historis, dan
Marxis.” Semua pemaknaan hukum dari berbagai aliran di atas sebagian besar secara
umum benar dan tidak seluruhnya salah sehingga beliau menyimpulkan bahwa ide
Gustav adalah makna luas serta tujuan hukum itu sendiri.® Berbeda dengan dunia
keilmuan Islam yang memiliki dua aliran hukum Islam yang melahirkan perbedaan
dalam dua model pengertian yakni Ulama Fikih dan Ulama Ugsiil. ,,Abd al-Wahhab
Khallaf dalam kitabnya ,JIm Usil al-Figh menulis bahwa Ulama Usil/

mendefinisikan al-hukm (SL\) adalah dogma atau doktrin Tuhan SWT (khitab asy-

5 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), 29.

6 Gustav Radbruch, “Einfuhrung in de Rechtswinssen Scheft,” disadur oleh Ahmad Ali,
Mengembara di Belantara Hukum, (Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 1990),
hlm. 99.



syari‘) ,sedangkan Ulama Fikih melihatnya sebagai akibat hukum berupa wajib,
halal, mubdh, haram, dan lain sebagainya. Menurutnya kalimat Al-Quran “awfi bi

al-,,uqiud (4 \,)) memiliki dua pandangan yang berbeda, Ulama Usi/ meyakininya
sebagai dogma ketetapan (taken for granted) atau al-ayat al-muhkamat (oS o\¥)
sedangkan Ulama Fikih membuat istinbat al-hukm (ﬁ-\ blizu)) dari ayat tersebut

sehingga menetapkan hukum menunaikan janji adalah wajib karena konsekuensi dari
fi'lamr (L4 Ja).

Kesimpangsiuran pemahaman bukan hanya terhadap hukum saja terlebih
terhadap Undang-Undangnya. Hukum acara yang digunakan dalam Peradilan Agama
adalah yang sama dipakai di lingkungan Peradilan Umum. Menjadi permasalahan
ketika hukum materiil di Peradilan Agama secara kumulatif dipadukan dengan
hukum acara yang juga diadopsi untuk Peradilan Umum. Apalagi harus beracara
dengan perkara-perkara dalam kompetensi absolut seperti sengketa ekonomi syariah,
hibah, wakaf, sedekah, atau waris yang semuanya persoalan menyangkut pertanahan.
Menurut Effendi Perangin, Undang-Undang Pokok Agraria dalam definisinya
tentang hak kepemilikan atas tanah hanya mendeskripsikan kualitas hak milik tetapi
tidak merinci batasan-batasan sehingga berbeda dengan hak-hak lain.® Bukan tidak
mungkin hal ini menjadi kendala dalam penegakan hukum yang ideal demi mencapai

keadilan.

7 Abd al-Wahhab Khallaf , “ JIm Usil al-Figh”, terj. Moh. Tolchah Mansoer, Noer Iskandar
al-Barsany, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, (cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), him. 153-
154.

8 Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia, (cet. 111, Jakarta: Rajawali Press, 1991), 236.



Keadilan di dalam Islam itu sendiri menjadi pokok pembahasan yang sangat

penting dalam sendi-sendi kehidupan. Kalimat (Juaf) al-,, adldisebut enam kali dalam

Al-Quran dan yang paling panjang adalah Ayat 282 Surat Al-Baqarah:
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Ayat tersebut mewajibkan hitam di atas putih atas perjanjian hutang piutang
dengan menyertakan saksi, jika di kemudian hari muncul perselisihan, maka dapat
diselesaikan baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, dengan demikian maka
keadilan dapat ditegakkan. Ayat yang lain adalah Ayat 58 Surat An-Nisa":

Pdo v Il aKE 0T AT 2 135 LT bl 10125340 T

Ayat ini menjelaskan bahwa hakim atau siapapun yang diberi kewenangan
maka harus berlaku adil karena Allah telah mewajibkannya. Ada juga ayat yang
memastikan bahwa yang berlaku adil adalah orang-orang yang berada di jalan yang
lurus yaitu di akhir Ayat 76 Surat An-Nahl:

Turh et Blo Jo gy il b sa e

Bahkan pada Surat yang sama di Ayat 90 mengutamakan keadilan di atas

segalanya termasuk ihsan dan nahi munkar:
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% Al-Bagarah [2]: 282
10 An-Nisa' [4]: 58

' An-Nahl [16]: 76
"2 An-Nahl [16]: 76



Ayat yang terakhir memerintahkan untuk melerai persengketaan antara dua
kelompok mukmin dengan begitu Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil

seperti bunyi Ayat 9 Surat Al-Hujurat:

P é”'@‘séﬁw@dj"iﬁzk?m‘blw QPT“»WTJW‘\’WELTJAQL:Q;& Ols
Pl opanill £t Ol 5 Jaall Lyl T 0T 31 |

Selain kalimat (Jud\) al-,, @l ada juga kalimat (Lk.dl) al-gist yang memiliki kemi-

ripan makna dan menggabungkan antara keduanya seperti ayat di atas. Ayat yang
dimaksud adalah Ayat 8 Surat Al-Ma'idah yang mengharuskan berlaku adil sekalipun
ada setitik kebencian terhadap lawan yang bukan kelompoknya sendiri karena hal itu
adalah bukti ketakwaan kepada Allah:

2 el T e o3 Olens (S 2y Ll g I ol g0 Ll o LT
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Sudah sangat jelas bahwa keadilan yang menjadi nilai ideal yang universal dan

tidak lekang oleh waktu yang dibawa oleh para utusan Allah menjadi sandaran
sekaligus sumber hukum dalam penegakan keadilan di lingkungan Peradilan Agama.
J. Djohansyah yang sebelumnya menulis tentang tiga keadilan yaitu keadilan moral,
keadilan hukum, dan keadilan sosial sebagai nilai-nilai dasar bernegara, namun
terasa belum lengkap tanpa prinsip keadilan ekonomi. Karena sesungguhnya nilai-
nilai keadilan yang menjadi ketentuan Allah SWT wajib ditunaikan dalam segala
dimensi kehidupan termasuk perekonomian. Menurut Prof. Abdul Manan keadilan

merupakan ruh dalam pengejewantahan nilai luhur humanis/humanity (al-

1 Al-Hujurat [49]: 9
'* Al-Ma'idah [5]: 8



insaniyyah), harmonis/peace dan kesejahteraan/prosperity dalam kehidupan
manusia."’

Hukum ekonomi yang berkeadilan harus dapat diwujudkan dalam lembaga
peradilan manapun. Walaupun dalam Pengadilan Niaga di bawah naungan Peradilan
Umum berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi tetapi Peradilan Agama sejak
tahun 2006 telah memegang absolute competence dalam penyelesaian sengketa
(islamic dispute) ekonomi syariah. Kompetensi absolut tersebut telah diamanatkan

dalam UU No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.'® Dengan

adanya undang-undang mengenai kompetensi absolut ini, seharusnya perkara apapun
yang berada di luar ruang lingkup kewenangan absolut suatu lembaga peradilan
tertentu dalam hal ini adalah peradilan umum, maka peradilan tersebut tidak
berkompeten untuk mengadili sengketa ekonomi syariah. 17

Beberapa akademisi kurang setuju dalam menggunakan kata ekonomi terhadap
hukum ekonomi syariah. Seperti menurut Prof. Syamsul Anwar yang sependapat
dengan Sunarjati Hartono bahwa hukum ekonomi mengacu pada ketentuan yang
mengatur perekonomian makro, sedangkan hukum bisnis syariah adalah kegiatan
ekonomi mikro."® Undang-Undang No 3 tahun 2006 dalam Pasal 49 huruf (i) tentang

penyebutan ekonomi syariah telah menetapkan yang termasuk dalam penyelesaian

"> Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama
Edisi Pertama, (cet. I1I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 11.

' Hasbi Hasan, Kompetensi Peradilan Agama dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah,
(Jakarta: Gramata Publishing, 2010),

"7 M. Yahya Harahap, “Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7
Tahun 1989)”, ed. Hasbi Hasan, Pemikiran dan Perkembagan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia
Islam Kontemporer, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 209.

"% Syamsul Anwar, “Integrasi-Interkoneksi Ilmu: Studi Tentang Hukum Bisnis Syariah”, Asy-
Syir“di, Jurnal Ilmu Syari‘ah dan Hukum, Vol. 48, No. 2, (Desember 2014): 399-400.



sengketa adalah: sengketa bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah (Islamic
Microfinance Institutions), asuransi syariah (Sharia Insurance), reasuransi syariah, reksadana
syariah (Sharia Mutual Funds), obligasi syariah (Sharia Bonds) dan surat berharga
berjangka menengah (Sharia Medium-Term Securities), sekuritas syariah (Islamic Securities),
pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan ([skamic
Financial Institution Pension Fund), dan bisnis syariah."

Sesuai dengan judul tesis ini, Preferensi Hakim dalam sengketa (islamic dispute)
ekonomi syariah selalu terkait dengan dua variabel yaitu hukum dan ekonomi yang
menurut Prof. Abdul Manan menyebutnya sebagai dua sisi uang koin yang saling
melengkapi.20 Secara multidimensional dan interdisipliner, hukum ekonomi
(economic law) adalah legal study atau kajian hukum yang related to the economy
dengan tujuan menjaga hak-hak individu maupun masyarakat secara kolektif agar
tercapai kemakmuran bersama.

Sengketa ekonomi sebenarnya telah ada sejak manusia sebagai makhluk sosial
menjadi berkelompok-kelompok sehingga kegiatan ekonomi yang paling sederhana
seperti barter (tukar menukar dengan nilai yang sepadan) telah berlangsung lama.
Hingga pada akhirnya kelompok-kelompok itu menetap di daerah yang dianggap
sebagai teritori yang kemudian budaya bercocok tanam muncul dan melahirkan hak
kepemilikan atas tanah. Sampai zaman pra-Islam datang, sengketa ekonomi telah
diselesaikan dengan sistem yang terorganisasi dengan baik.

Mekkah pada zaman itu telah menjadi pusat perdagangan yang dijadikan

tempat persinggahan para kafilah dagang baik dari utara yaitu Eropa dan Damaskus

% Nurul Hak, Ekonomi Islam, Hukum Bisnis Syari‘ah, (Sleman: Penerbit Teras, 2011), 132.
% Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama
Edisi Pertama, (cet. I1I; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 5-6.



10

maupun selatan yaitu Yaman. Perkembangan selanjutnya adalah ketika Nabi SAW
berhijrah ke Yasrib (Madinah) kemudian membangun “Pasar Madinah” yang
menjadi tandingan pasar Yahudi yang telah ada lebih dahulu tetapi mempraktikkan
transaksi bisnis yang rusak.’’ Pasar Madinah yang lebih kompetitif dengan
menerapkan bebas pajak pada setiap transaksi perdagangan membuat daya tarik bagi
siapapun yang ingin berdagang.

Roda perekonomian yang begitu ramai dapat memantik perselisian sehingga
penyelesaian sengketa di antara mereka diselesaikan dengan damai. Penyelesaian

sengketa dengan damai secara umum disebut (r_\fi) tahkim yang asal katanya adalah
(ﬁ) hakkama, menurut Lewis Ma'luf yang dinukil oleh Prof. Abdul Manan dimaknai

sebagai memberikan kepercayaan terhadap orang lain untuk menghentikan

sengketa.22 Seseorang yang menjadi wasit itu disebut sebagai (&) hakam.

Penggunaan istilah-istilah di atas mengalami modernisasi dalam fikih
kontemporer sehingga istilah tahkim menjadi “arbitrase”, menurut Ab al-,,Aynain
Fath Muhammad yang juga dinukil oleh Prof. Abdul Manan adalah bersandarnya
para pihak yang bertikai terhadap seseorang yang dapat dipercaya dan rela atas
putusannya.” Perkembangan lebih lanjut di Indonesia menjadikan badan-badan

arbitrase termasuk dalam non-litigasi dengan arbiter adalah /hakam-nya sedangkan

- Arief Hoetoro, “Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi”, ed.
Hasbi Hasan, Pemikiran dan Perkembagan Hukum Ekonomi Syariah di Dunia Islam Kontemporer,
(Jakarta: Gramata Publishing, 2011), 46.

2 Lewis Ma'lif, “Al-Munjid al-Lugah wa al-,Alam”, (Beirut: Dar al-Masyriq, tt), him. 146,
ed. Abdul Manan, Ibid, 429-430.

- Ab al-, Aynain Fath Muhammad, “Al-Qada' wa al-I$bat fi al-Figh al-Islam1y”, (Kairo: Dar
al-Fikr, 1976), 84, ed. Abdul Manan, 7bid, 430.
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lingkungan peradilan (,\ad\) al-gada’ termasuk dalam litigasi dengan (g28) gadiy atau

hakim sebagai wasitnya.

Kalau menelisik lebih jauh dalam penyelesaian sengketa (islamic dispute)
ekonomi syariah dengan melalui (farig al-tagadiy) litigasi, maka perlu melihat lebih
jauh terhadap putusan-putusan yang dibuat oleh lembaga peradilan terutama
Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki kompentensi absolut. Putusan
Nomor 2196/Pdt.G/2018/PA.Wsb merupakan sengketa wanprestasi ekonomi syariah
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

Jika melihat putusan tersebut yang paling ditelusuri lebih jauh adalah
pertimbangan hukum atas gugatan tersebut yang meminta pembatalan akad
murabahah karena debitur merasa dirugikan akan pelelangan aset oleh kreditur
(pthak bank). Pertimbangan hakim dalam perkara a quo tersebut tampak belum
memberikan alasan yang kuat bagaimana penolakan gugatan itu seharusnya memiliki
fondasi akar yuridis. Faktor penegakan hukum yang salah satunya adalah penegak
hukum menjadi penentu tegaknya keadilan.

Selain itu dari faktor masyarakat juga dapat menentukan jalannya penegakan
hukum, seperti dalam petitum yang pada intinya adalah debitur meminta untuk
membatalkan akad tetapi di satu sisi ingin mendapatkan bagian banyak dari hasil
penjualan lelang tanah tersebut. Logika terbalik seperti ini yang tidak mengutamakan
akal sehat juga menentukan keadilan hukum yang tidak lain sama-sama pencari
keadilan baik debitur maupun kreditur.

Proporsional keadilan dapat dikritik juga dari pihak kreditur yang memberikan

plafond pinjaman hingga satu miliar lebih tanpa mempertimbangkan nilai agunan
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yang seharusnya tidak ditaksir dengan limit yang tinggi. Selain itu kepercayaan yang
berlebihan kepada debitur dengan pemberian pinjaman tersebut menjadikan kreditur
meminta margin keuntungan yang besar. Sebagaimana penilaian Abdullah Saeed
bahwa sebenarnya murabahah adalah akad jual beli, tetapi kemudian dianggap
sebagai pembiayaan (finding based on initial profif) yaitu berdasarkan keuntungan yang
ditetapkan di muka, sehingga sama saja dengan pembiayaan berdasarkan fixed
interest atau bunga tetap.”* Dengan melihat ketimpangan dari berbagai sisi sudut
pandang, maka keadilan ekonomi harus dapat dikaji dalam pertimbangan hakim pada
putusan tersebut.

Penelitian ini menjadi menarik karena belum pernah ada penelitian tentang
Preferensi Hakim khusus berkaitan hukum ekonomi syariah terutama
mempertanyakan keadilan hukum terkait perkara sengketa tersebut. Implikasi
putusan hakim terhadap tegaknya keadilan hukum demi kepuasan keadilan bagi
semua pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

Kajian yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah kajian epistemologis
sehingga tujuan dari penelitian tercapai. Tercapainya tujuan tersebut karena dengan
filsafat ilmu khususnya epistemologi ini karakteristik dan metodologi suatu obyek
pengetahuan dapat digali lebih dalam terutama mengenai bagaimana keadilan harus
ditegakkan. Implementasi nilai-nilai ilahi harus dihadirkan dalam setiap pembuatan

putusan sengketa ekonomi syariah.

* Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest: A Study the Prohibition of Riba and It's
Contemporary Interpretation, (Leiden: E.J. Brill, 1996), hlm. 92.
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B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana preferensi majelis hakim dalam putusan sengketa ekonomi
syariah Nomor 2196/Pdt.G/2018/PA.Wsb telah sesuai demi penegakan

keadilan?
2. Bagaimana preferensi hakim dalam menetapkan putusan Nomor
2196/Pdt.G/2018/PA.Wsb yang terkait dengan ekonomi syariah dilihat dari

teori keadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah tersebut maka penelitian ini

menuju pada beberapa hal yang ingin dicapai di antaranya adalah:

a. Menjelaskan dengan detail tentang sumber hukum yang digunakan oleh
majelis hakim dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah
sehingga tercapai keadilan

b. Menganalisis bagaimana preferensi hakim untuk penegakan keadilan
seharusnya dilakukan dalam pembuatan putusan yang terkait sengketa
tersebut. Serta pemaparan secara terperinci analisis keadilan tentang
akad murabahah yang menjadi tolok ukur dalam penyelesaian sengketa

wanprestasi ekonomi syariah in casu Pengadilan Agama Wonosobo.
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2. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diproyeksikan untuk beberapa keperluan baik secara
teoritis ilmiah, praktis, maupun motivasi dengan uraian singkat sebagai
berikut:

a. Kepentingan teoritis ilmiah, dimaksudkan dengan harapan berguna
sebagai bahan telaah sekaligus acuan agar dipahami dan didiskusikan
lebih lanjut terutama oleh akademisi sehingga memahami baik dan
benarnya akan penegakan keadilan terutama di lingkungan Peradilan
Agama tentang sengketa ekonomi syariah.

b. Kepentingan praktis, tidak kalah pentingnya dengan harapan
sebelumnya lebih penting lagi dalam prakteknya sebagai sumbangan
pemikiran hukum ekonomi syariah untuk dapat diaplikasikan oleh
segenap masyarakat pencari keadilan terlebih lagi praktisi hukum di
lingkungan Peradilan Agama. Tegaknya keadilan tidak mungkin dapat
terwujud tanpa sikap proaktif antara masyarakat dan penegak hukum
serta antara nilai ideal dari keadilan dan pelaku keadilan itu sendiri.
Semua hal itu demi tercapainya keadilan sosial, ekonomi, dan hukum
yang sangat erat keterkaitannya.

c. Kepentingan motivasi, terciptanya budaya hukum yang positif menjadi
motivasi penting kepada segenap pencari keadilan di lingkungan
Peradilan Agama. Begitu juga penelitian ini menjadi motivasi baik
akademisi, praktisi, ataupun segala elemen masyarakat demi tujuan rasa

keadilan yang didamba-dambakan.
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D. Telaah Pustaka

Beberapa temuan dalam telaah kepustakaan mengenai penelitian yang
terdahulu sebagai tolak ukur sejauh mana penelitian kali ini memberikan cakupan
yang lebih mendetail. Sebagaimana penelitian yang pernah dibuat oleh seorang
hakim dengan judul “Gugatan Ganti Rugi Terhadap Wanprestasi dan Perbuatan
Melawan Hukum di Bidang Kewenagan Pengadilan Agama” menunjukkan bahwa
wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum berimplikasi langsung terhadap
kerugian seseorang. Dr. Hasanuddin kemudian menyimpulkan melalui kajian
penegakan hukum progresif bahwa penetapan besar ganti rugi (¢a,, wil) tersebut harus
dengan azas personalitas keislaman yang diperluas sehingga mencakup prinsip
syariah yang bebas dari maysir, gharar, dan riba.”® Berbeda dengan penulis yang
melihat sengketa wanprestasi lebih luas pada penyelesaiannya yang berkeadilan
bukan hanya aspek ganti rugi saja.

Penelitian yang ditulis oleh Rahmat Farid tentang “Analisis Yuridis Sosiologis
Terhadap Sistem Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah di Pontianak”
mengungkap bahwa secara yuridis masih banyak ditemukan kesimpangsiuran dalam
peraturan-peraturan Bank Indonesia terhadap prinsip-prinsip syariah terutama yang
berkaitan dengan prosedur pembiayaan, akutansi bank syariah, dan barang jaminan.*
Pembahasan dalam penelitian penulis ini lebih kepada kajian terhadap pertimbangan
hakim dalam pembiayaan salah satu bank syariah dengan akad murabahah serta

penyelesaiannya apakah telah sesuai prinsip syariah demi tegaknya keadilan.

- Hasanuddin, “Gugatan Ganti Rugi Terhadap Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum di
Bidang Kewenangan Pengadilan Agama,” Disertasi doktoral Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
(2019), vii.

% Rahmat Farid, “Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Sistem Akad Pembiayaan Pada
Perbankan Syariah di Pontianak,” Tesis magister Universitas Pontianak (2006), 95-109.
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Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Al-Mustashfa dengan judul
“Perbedaan Penafsiran Hukum Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim Pengadilan
Tingkat Pertama Pada Perkara Sengketa Ekonomi Syariah” menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif dan normatif. Ditulis oleh Qosim Khoiri Anwar,
penelitian ini mengkaji tentang temuan perbedaan pengambilan putusan dengan
sandaran hukum yang berbeda dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dengan
akad mudarabah mutlagah.*’ Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan
kemudian memutuskan dengan Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008 sedangkan
Hakim tingkat banding menetapkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No:
07/DSN-MUI/IV/2000.

Wing Redy Prayuda juga menulis di penelitian yang sama walaupun dari
Universitas berbeda tetapi paper-nya masih dalam kerangka hukum Islam dengan
judul “Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Hukum Islam”. Paper tersebut
berkesimpulan bahwa keadilan ekonomi dalam kerangka syariah akan menciptakan
keseimbangan tanpa mengurangi asas efisiensi dan manfaat.”® Hal tersebut memiliki
keterkaitan dengan tesis penulis ini yang mengaplikasikan keadilan hukum demi
keadilan ekonomi ataupun sebaliknya karena tidak bisa dikatakan adil bila hanya
mengutamakan salah satu baik hukum maupun ekonomi.

Jurnal Az-Zarqa' memuat tulisan Nurma Khusna Khanifa dengan judul
“Jaminan Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Kajian Hukum Perdata”.

Tulisan tersebut mengkonfirmasi akad murabahah yang menjadi trending produk

*7- Qosim Khoiri Anwar, “Perbedaan Penafsiran Hukum Hakim Pengadilan Tinggi dan Hakim
Pengadilan Tingkat Pertama Pada Perkara Sengketa Ekonomi Syariah™, Al-Mustashfa, Jurnal
Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol. 6, No. 1, (Juni 2021): 95-109.

* Wing Redy Prayuda, “Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Hukum Islam”, 4/-Mustashfa,
Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1, (Juni 2017): 42-50.
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perbankan syariah dikarenakan faktor keamanan dan minimnya resiko dibanding
akad mudarabah dan musyarakah. Adanya penjaminan dalam pembiayaan itu
menjadikan bank terhindar dari resiko dampak negatif gagal bayar oleh debitur.
Penulis juga tidak menampik bahwa nasabah tidak diberikan kesempatan untuk
bernegosiasi dalam klausul akad baku yang memang telah dibuat secara one “ssided
atau sepihak oleh bank dengan mengikuti persyaratan minimum yang telah
digariskan oleh peraturan perbankan syariah.?

“Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Ditinjau dari a/-Sulh”
menguraikan tentang a/-Sulh yang sangat identik dengan penyelesaian sengketa non-
litigasi. Muhammad Heri Ardiyanto dan Fadilah Qotimatun Puji Rahayu menulis di
artikel tersebut bahwa akta perdamaian (acta van dading) dalam sengketa islamic
economic dispute dapat ditempuh melalui gugatan sederhana sehingga tidak perlu
melalui jalur litigasi. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan beberapa kriteria
sebagaimana tertuang dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan Perma
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana.™

“Procedural Laws Governing Event of Default in Islamic Financing in
Malaysia: Issues and Challenges” yang ditulis oleh Syuhaeda Aeni Binti Mat Ali.
Dalam paper-nya tersebut mengadopsi analisis hukum doktrinal (doctrinal legal
analysis) yang mengungkap bahwa sebagian peraturan (provisions) masih relevan

dan dapat digunakan untuk menyelesaikan beberapa kasus wanprestasi (the event of

*Nurma Khusna Khanifa, “Jaminan Akad Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah Kajian
Hukum Perdata”, Az-Zarga', Jurnal Penelitian Hukum FEkonomi Islam, Vol. 7, No. 2, (Desember
2015): 253-274.

% Muhammad Heri Ardiyanto dan Fadilah Qotimatun Puji Rahayu, “Sengketa Ekonomi
Syariah di Pengadilan Agama Ditinjau dari al-Sulh”, Al-Mustashfa, Jurnal Penelitian Hukum
Ekonomi Islam, Vol. 2, No. 1, (Juni 2017): 42-50.
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default). Hal tersebut berbeda jauh dengan hukum-hukum di Malaysia yang sebagian
besar tidak memadai (largely inadequate) sebut saja seperti Rules of Court 2012,
Insolvency Act 1967, Limitation Act 1953, Evidence Act 1950, Court of Judicature
Act 1964, dan the National Land Code 1965 sehingga diperlukan reformasi hukum
(legal reforms) terkait Islamic financial legal system.’'

“Sharia as the Applicable Law in Islamic Finance Disputes” berkesimpulan
bahwa hukum Islam sebagai hukum universal atau bukan hanya hukum untuk satu
bangsa saja (non-national law) dianggap sangat applicable. Dalam sebuah studi
kasus hukum terhadap sebuah sengketa keuangan syariah (Islamic sharia dispute),
syariat Islam sangat relevan dan diaplikasikan secara nyata dalam sebuah lembaga
arbitrase dibandingkan dengan jalur litigasi.**

Liza Roihanah dari Universitas Indonesia menyusun penelitian yang berjudul
“Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa Transaksi Perdagangan Melalui Internet
Bussiness To Consumer (B2C)”. Penyelesaian sengketa pada kasus wanprestasi yang

terjadi pada akad online (cspdl AU\ eMldl) secara umum baik hukum internasional

maupun hukum positif dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi.
Transaksi perdagangan dengan online seperti e-commerce menjadi sangat luas bukan

hanya di dalam negeri saja hingga menjangkau antar negara sehingga

31 Syuhaeda Aeni, Rusni Hassan, dan Ahmad Azam Othman, “Procedural Laws Governing
Event of Default in Islamic Financing in Malaysia: Issues and Challenges”, ResearchGate.net,
(Agustus 2019), https://www.researchgate.net/publication/335402815 Procedural Laws_Governing-
_Event of Default in_Islamic_Financing_in_Malaysia_Issues and Challenges, diakses 25 Juni
2023.

32 Mohammad Hossein Tavana, “Sharia as the Applicable Law in Islamic Finance Disputes”,
TDM Special Issue, “Islamic Finance and Dispute Resolution”, Vol. 19, Issue 6, (November 2022):
13, https://www.researchgate.net/publication/351618738 Sharia_as_the Applicable Law_in_Islamic-
_Finance_Disputes? diakses 25 Juni 2023.



https://www.researchgate.net/publication/335402815_Procedural_Laws_Governing-_Event_of_Default_in_Islamic_Financing_in_Malaysia_Issues_and_Challenges
https://www.researchgate.net/publication/335402815_Procedural_Laws_Governing-_Event_of_Default_in_Islamic_Financing_in_Malaysia_Issues_and_Challenges
https://www.researchgate.net/publication/351618738_Sharia_as_the_Applicable_Law_in_Islamic-_Finance_Disputes?
https://www.researchgate.net/publication/351618738_Sharia_as_the_Applicable_Law_in_Islamic-_Finance_Disputes?
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penyelesaiannya pun dituntut online.” Keterkaitan dengan tulisan penelitian ini
terdapat pada penyelesaian sengketa wanprestasi yang berkeadilan dalam bisnis
online secara umum. Walaupun tidak mengafirmasi adanya penyelesaian sengketa
wanprestasi dengan online di lingkungan Peradilan Agama tetapi dapat menambah
perbendaharaan knowledge bagaimana seharusnya litigasi juga dapat se-fleksibel
arbitrase online.

Penelitian yang dibimbing oleh Prof. Syamsul Anwar juga memiliki
keterkaitan kajian penelitian dan kemiripan beberapa variabel. Tentu saja sebagai
penyusun, Susi Nurkholidah dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam
penelitiannya yang berjudul “Wanprestasi Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah
di PT. BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta”. Dia menggambarkan bagaimana
wanprestasi tersebut terjadi dan faktor-faktornya dengan menggunakan metode
penelitian hukum empiris. Fenomena banyaknya kasus wanprestasi di Bank Syariah
menjadi daya tarik tersendiri karena berujung dengan rasa tidak adil bagi debitur
ketika jaminannya dieksekusi melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang (KPKNL).** Memang wanprestasi dalam pembiayaan menjadi titik lemah
dalam keadilan hukum ekonomi syariah karena melihat dari massive-nya kasus-kasus
yang bermunculan sehingga berbeda dengan Susi Nurkholidah, penelitian di
Pengadilan Agama Wonosobo ini mencari lebih jauh akar masalah dari sekedar yang

terlihat seperti fenomena di atas.

3 Liza Roihanah, “Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa Transaksi Perdagangan Melalui
Internet Bussiness To Consumer (B2C)”, Tesis magister Universitas Indonesia (2008), 139-141.

** Susi Nurkholidah, “Wanprestasi Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah di PT. BPRS
Bangun Drajat Warga Yogyakarta”, Tesis magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2018).
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Dosen STAIN Malikussaleh Lhokseumawe, Banda Aceh, Suryani menulis
penelitian berjudul “Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah
Tinjauan Teori”. Kata kunci ada pada keadilan yang menjadi nilai universal sehingga
penyebutan penegakan keadilan sosio ekonomi dalam syariat Islam berarti bertumpu
pada asas ukhuwwah, mahabbah, takaful, dan ta, @Gwun antara seluruh elemen bangsa
baik yang kaya dengan miskin maupun penguasa dengan rakyatnya.>> Jurnal Media
Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang memuat tulisan ini memang tidak
secara spesifik merinci teori keadilan ekonomi mana yang ditinjau lebih dalam tetapi
cukup untuk menjadi batu loncatan bagi peneliti lainnya untuk memperdalam
keadilan ini.

Sahlan Roy Matua Hasibuan menulis penelitian yang berjudul “Nilai Keadilan
Sebagai Landasan Putusan Sengketa Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-
BPSK/2017/PN.Lmj”. Artikel tersebut terfokus pada pembahasan kompetensi relatif
dalam lingkungan Peradilan Umum terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi.
Walaupun meninjau bukan dari persektif kompetensi absolut sebagai inti materiil
sebuah perkara, tetapi terdapat nilai-nilai keadilan di dalam kompetensi relatif.*®
Sahlan Roy melihat ada kemungkinan kekosongan hukum yang luput dari
pertimbangan hakim yang dapat dieksploitasi melalui kerelatifan sebuah
kompentensi Pengadilan Negeri untuk menguntungkan one “sside sehingga the other

side menderita kerugian.

3 Suryani, “Keadilan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori”,
MAKSIMUM, Jurnal Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang, Vol. 2, No. 1, (2011):
20.

%% Sahlan Roy Matua Hasibuan dan Ramadhita, “Nilai Keadilan Sebagai Landasan Putusan
Sengketa Wanprestasi: Studi Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Lm;j”, Jurnal Suara Hukum,
Vol. 4, No. 2, (September 2022): 243-264.
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E. Kerangka Teoretik

1.

Teori Penegakan Hukum

Penegakan keadilan tidak harus identik dengan penegakan hukum tetapi syarat
tercapainya keadilan adalah terpenuhinya faktor-faktor yang mengukuhkan akan
tegaknya hukum. Jadi tegaknya keadilan dalam segala aspek kehidupan
merupakan tujuan hukum itu sendiri. Terdapat tiga hal yang mungkin dapat
mewujudkan tegaknya keadilan seperti yang pernah digaungkan oleh W.
Friedman, yaitu: 1) adanya peraturan hukum yang sesuai keinginan rakyat (yang
telah disepakati bersama); 2) hadirnya aparat penegak hukum yang berintegritas
dan professional dalam masyarakat; 3)°’ diperlukan kesadaran hukum bagi
seluruh elemen sehingga ketiga-tiganya dapat terpenuhi untuk memaksimalkan

penegakan hukum.

Soerjono Soekanto menjabarkan tentang faktor-faktor yang memungkinkan
tegaknya hukum demi keadilan, yaitu: 1) hukum itu sendiri, yaitu peraturan
perundang-undangan yang berlaku; 2) penegak hukum, termasuk perangkat
aparatur negara yang berwenang dan merupakan perpanjangan tangan negara
yang merepresentasikan hukum sebagai negara hukum; 3) sarana dan fasilitas
hukum, termasuk lembaga-lembaga yang terkait hukum atau badan-badan
hukum yang semuanya mendukung penegakan hukum; 4) masyarakat, sebagai

subjek hukum rakyat adalah kedaulatan itu sendiri, sebagaimana yang

*7W. Friedman, Legal Theory, (London: Stevens & Sons Limited, 1953).
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digaungkan “Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat”; 5) kebudayaan,

yaitu termasuk adat istiadat yang telah mengakar dalam kehidupan manusia.*®

2. Epistemologi Hukum Islam
Salah satu cabang dari ilmu filsafat sehingga penamaannya juga berakar dari
bahasa Yunani yang merupakan kiblat lahirnya filsafat di dunia adalah
epistemologi. Episteme yang berarti pengetahuan dan /ogos yang memiliki arti
ilmu,” memberikan pengertian yang lengkap menjadi ilmu yang mengkaji
mengenai teori pengetahuam.40 Epistemologi dalam dunia syariah atau hukum
Islam mulai menjadi teori baru dalam menghasilkan kebenaran dalam satu

keutuhan dimensi yang bernilai spritualitas dan moralitas.

Sebuah produk fikih yang progresif mampu dikembangkan dari epistemologi
dalam konteks pengaplikasiannya dengan hukum Islam. Epistemologi hukum
Islam merupakan sebuah formula untuk mengombinasikan nas-nas Quran, hadis,
ijma,, dan giyas sehingga menghasilkan produk-produk hukum Islam yang

sangat relevan dengan konteks saat ini.

3. Teori Keadilan
Dalam kajian filsafat hukum, teori keadilan selalu menjadi bagian dari topik
bahasannya. Keadilan diyakini dalam filsafat hukum sebagai produk tertinggi

dari hukum. Adagium hukum mengatakan “justitia fundamentum regnorum”

3 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Cet. XIII;
Jakarta: Rajawali Press, 2014), 8.

% M. Amin Abdullah, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas? (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2002), 243.

* Moh. Anas Kholish dan Nor Salam, Epistemologi Hukum Islam Transformatif: Sebuah
Tawaran Metodologis dalam Pembacaan Kontemporer, (Malang: UIN-Maliki PRES, 2015), 1.
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yang maknanya, keadilan adalah nilai tertinggi, fundamental atau absolut dalam

hukum.*!

Menurut Aristoteles, keadilan diartikan sebagai keseimbangan, yang ukurannya

adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.* Apa yang dikemukakan

oleh Filosof Aristoteles bahwa “keadilan adalah keseimbangan yang ukurannya

adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional” tersebut adalah sejalan

dengan definisi yang dikemukakan oleh Sayyidina ,Ali ibn Abi Talib, salah

seorang dari Khulafa'ur Rasyidin, dalam mengartikan keadilan sebagai:

“Menempatkan segala sesuatu pada proporsinya.”®

Aristoteles membagi keadilan ke dalam dua kategori:

1. Keadilan distributif berarti adil yang diterapkan terhadap ranah
private/public law, yaitu berfokus pada pembagian kekayaan (wealth

distribution) dan harta benda lainnya yang dihasilkan oleh masyarakat seperti

kesejahteraan yang berkeadilan sosial.

2. Keadilan korektif yaitu berkaitan erat dengan membetulkan (correction) atau
memperbaiki apa yang salah (islah al-khata'), mengompensasi (compensate) bagi
pihak yang dirugikan atau menghukum dengan punishment yang adil atas

crime/wrongdoing.

*I'Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011), him. 239.
2 Ibid, him. 240-241.
- Ali ibn Abi Talib, Nahj al-Baldgah,... him. ....
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F. Metode Penelitian

Sistematis metode (research method) penelitian sebagai cara kerja untuk

mempermudah (/i al-taisir) dalam pelaksanaan penelitian itu sendiri. Metode yang

diterapkan dalam tesis ini terbagi menjadi beberapa yaitu: metode pelaksanaan

penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan

atau biasa dipahami dengan metode analisis data.

1. Metode Pelaksanaan Penelitian

a.

Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dan rumusan dari permasalahan yang telah disebutkan
di atas, penelitian dan pembahasan dalam tesis ini berbentuk library research
(penelitian kepustakaan), walaupun tidak sepenuhnya pustaka karena sampel
yang diambil termasuk field research (penelitian lapangan). Sampel yang
dimaksud adalah putusan pengadilan sebagaimana putusan pengadilan
sengketa ekonomi syariah sebagai produk Pengadilan Agama Wonosobo.
Beberapa sumber menyebut penelitian kepustakaan dengan penelitian
kualitatif literatur karena bentuk literasi baik buku, catatan, juga hasil karya
ilmiah jurnal, penelitian terdahulu yang relevan menjadi bahan sumber data

pembanding yang paling utama.

Sifat Penelitian

Deskriptif analitis merupakan pendeskripsian dengan analisa terhadap
sebuah objek penelitian dengan penggambaran yang rinci sehingga
tervalidasi kebenarannya. Metode pelaksanaan penelitian ini bersifat

deskriptif analitis karena objek penelitian yaitu putusan hakim dianalisa lebih
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jauh dengan menguraikan secara terperinci aspek-aspek keadilan dengan
membuktikan apakah fakta penegakan keadilan sudah sesuai dengan teori-

teori keadilan terlebih dengan prinsip ekonomi syariah di masa kini.

c. Sumber Data Penelitian
Thesis research ini menggunakan dua jenis sumber (data source) yaitu data
premier dan secondary source. Beberapa bahan hukum juga menjadi data-
data yang penting sebagai berikut: 1) Sumber data primer, Quran, hadis, dan
yang paling utama adalah objek penelitian (research object) berupa dokumen
putusan perkara Nomor 2196/Pdt.G/2018/PA.Wsb yang disadur langsung
dari Direktori Putusan Mahkamah Agung; 2) Sumber data sekunder, kitab-
kitab fikih klasik dan kontemporer, yurisprudensi, buku-buku literatur, jurnal
ilmiah serta penelitian terdahulu, dan terakhir adalah peraturan perundang-

undangan yang berlaku termasuk Fatwa DSN-MUI sebagai pembanding.

Metode Pendekatan

Objek kajian sebuah realita justice enforcement (penegakan keadilan) pasti
menggunakan pendekatan interdisipliner yaitu pendekatan yuridis normatif serta
filosofis terutama penekanannya terhadap teori-teori epistemologi dan aksiologi.
Relevansi metode-metode pendekatan tersebut diyakini sangat sesuai untuk
menganalisis secara komprehensif untuk menjawab problema dari rumusan

masalah sebelumnya.

Aspek yuridis normatif formal harus menjadi titik berat ketika melihat konteks

ke-Indonesiaan dan tidak bisa tidak sehingga harus dijadikan pisau analisis. Hal
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yang paling pokok dalam konteks hukum positif (positive law) yang berlaku di
Indonesia adalah karena penegakan keadilan sangat mengacu terhadap peraturan
perundang-undangan. Mengkaji sumber hukum (legal sources) yang digunakan
untuk penyelesaian sengketa (islamic dispute) ekonomi syariah tidak hanya
mengambil dari fikih-fikih saja tetapi juga harus melihat konteks keberlakuan
hukum yang ada di masyarakat.

Akar pemikiran yang paling dalam dari ilmu pengetahuan itu sendiri digali
dengan pendekatan filosofis termasuk aspek substansial dari penegakan
keadilan. Pembatasan pembahasan hanya pada aspek epistemologis dan
aksiologis akan membantu penyederhanaan ranah berfikir dalam pembuatan

penelitian tesis ini.

Metode Pengumpulan Data

Studi dokumen bertujuan mengorek banyak fakta terkait putusan sengketa
wanprestasi dengan membandingkan antara realita das sein dengan prinsip yang
seharusnya diikuti das sollen. Secara aksiologis, penegakan keadilan telah
tampak pada putusan pengadilan karena itulah jenis penelitian ini termasuk
library research. Baik melalui jurnal ilmiah, buku-buku literatur, literatur-
literatur (lbrary literatures) yang terkait dengan research ini, maupun penelitian-

penelitian terdahulu yang mendukung penulisan tesis ini.

Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pada prinsipnya, analisis kuantitatif lebih cocok untuk field research karena
data-data yang didapat di lapangan merupakan big data yang merupakan

pengolahan data statistika. Dengan analisis deskriptif interpretatif, tesis ini
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menggunakan metode pengolahan data secara kualitatif saja sehingga prinsip-
prinsip logika secara deduktif dan komparatif saling terkait era dan tidak dapat

dikesampingkan.

Pada akhirnya, penyimpulan secara deduktif dari seluruh analisis yang bersifat

general sampai pada kesimpulan yang occasional atau khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini disusun dengan sistematika gambaran awal yang dimulai dari bab satu
tentang pendahuluan dan diakhiri pada bab lima. Pada setiap bab memiliki sub bab
dan pokok-pokok pikiran akan diuraikan secukupnya seperti berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang secara umum uraiannya bersifat
metodologis, mencakup tujuh subbab diawali dengan latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis,
metode penelitian dan ditutup dengan sistematika pembahasan sebagai garis besar isi
tesis ini. Bab ini memberikan gambaran singkat dan orientasi dari objek yang akan
dibahas lebih lanjut pada bab-bab berikutnya.

Bab II, tinjauan umum tentang uraian teori dirinci lebih dalam pada bab ini,
sehingga mendeskripsikan dengan gamblang tentang teori keadilan dan kajian
epistemologi dalam filsafat hukum Islam serta batasan-batasan pembahasan yang
akan mengarahkan pada tujuan awal penelitian tesis ini.

Bab III, deskripsi lebih jauh tentang Pengadilan Agama Wonosobo,
kedudukan, kewenangan, dan susunan Pengadilan Agama, fungsi utama dan pejabat

dalam Pengadilan Agama Wonosobo serta tugas-tugasnya.
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Bab IV, menganalisis sumber hukum dalam putusan hakim terhadap sengketa
ekonomi syariah, mendeskripsikan teori keadilan yang diyakini telah
diimplementasikan dalam putusan hakim tersebut, serta berisi tentang kajian-kajian
epistemologi hukum Islam akan dihadirkan untuk mengupas sejauh mana putusan
tersebut dapat memenubhi rasa keadilan.

Bab V, kesimpulan tesis berisikan jawaban-jawaban atas rumusan masalah
seingga menghasilkan sintesis yang ingin dicapai, ditutup dengan saran dan atau
rekomendasi bilamana dapat dilanjutkan penelitian tersebut ke jenjang disertasi lebih

lanjut.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sumber hukum tetap selalu digunakan oleh hakim terutama sumber hukum formal
dalam hal ini adalah hukum acara perdata. Walaupun sebenarnya ada juga sumber
hukum materiil yaitu dalam perkara a gquo ini adalah hukum ekonomi syariah, tetapi
majelis hakim beranggapan bahwa hal itu belum diperlukan karena tidak menyentuh
pokok perkara sengketa ekonomi syariah yang dimaksud. Seperti dalam pertimbangan
majelis hakim yang mengkonfirmasi akan kurangnya pihak KPKNL sebagai tergugat
(plurium litis consortium) dan pertimbangan atas masuknya gugatan sebelum terjadinya
pelelangan. Karena itulah akhirnya majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat
diterima (niet ontvankelijke verklaard). Namun demikian hakim telah diberikan
kewenangan oleh konstitusi sehingga memiliki hak preoregatif untuk memakai sumber
hukum lain seperti PERMA No. 2 Tahun 2008 sehingga dapat memutus perkara yang

berhubungan dengan Akad Murabahah.

2. Dengan diputus dengan putusan niet ontvankelijke verklaard (tidak diterima) maka
debitur dapat mengajukan perkara lagi dengan meminta akan pembatalan akad dalam
bingkai perkara baru dengan nomor perkara yang berbeda. Walaupun gugatan tersebut
dianggap kurang memenuhi syarat formil karena belum terjadi lelang, tetapi masih
dapat diajukan sebagai perlawanan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung
Nomor 697 K/SIP/1975. Sebagaimana telah terbukti dalam analisis bahwa telah terjadi
akad fasid atau cacat di mana pihak nasabah tidak diberitahukan tentang harga pokok

yaitu nilai limit asli di awal kesepakatan kontrak sehingga jelas ada pengaburan tentang
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akad murabahah itu sendiri. Jelas pihak bank (tergugat) telah melakukan perbuatan
melawan hukum bertentangan dengan Pasal 116 ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2008
tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hal itu sangat disayangkan karena tidak
dijelaskan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya. Dengan demikian perbaikan
gugatan adalah langsung melihat pada pokok perkara yaitu tentang akad murabahah
sehingga dapat mempersingkat waktu pemeriksaan gugatan dan telah sejalan dengan
asas persidangan: sederhana, cepat dan biaya ringan. Keadilan yang diinginkan memang
tidak dapat memuaskan semua pihak, tetapi dengan mengakomodir keluhan semua

pihak maka pengadilan telah proporsional dan adil.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut di atas maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai
berikut:

1. Agar pemeriksaan tidak memerlukan waktu yang lama dengan keharusan debitur
mengajukan gugatan baru dengan menarik KPKNL sebagai pihak kreditur, maka
disarankan agar debitur diberi kesempatan mengubah gugatan dengan menambahkan
pihak yang baru yaitu KPKNL sebagai pelaksana lelang.

2. Debitur yaitu nasbah sebagai penggugat diberikan kesempatan untuk mengubah gugatan
tanpa mengajukan gugatan baru dengan memperjelas petitum sepanjang mengenai
pelanggaran apa yang telah dilanggar oleh kreditur (pihak bank) dalam sengketa
tersebut dengan menyebut pasal undang-undang yang dilanggar. Majelis Hakim
memberikan penjelasan dalam pertimbangan hukumnya menurut teori hukum acara
mengenai langkah yang seharusnya ditempuh oleh debitur ketika gugatan debitur

dinyatakan tidak dapat diterima.
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